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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 37 TAHUN 2013 

TENTANG 
KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan 
Pertambangan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4152); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas 
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4327); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
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4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5047); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 

8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal     
18 Oktober 2011; 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1022); 

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan 
Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi 
Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 
MINERAL TENTANG KRITERIA TEKNIS KAWASAN  
PERUNTUKAN  PERTAMBANGAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki 
potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat 
dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah darat maupun 
perairan. 

2. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah 
yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat 
dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian 
dari tata ruang nasional. 

3. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, 
adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha 
Pertambangan. 

4. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah 
bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha 
pertambangan rakyat. 

5. Kontrak Karya, yang selanjutnya disebut KK, adalah perjanjian antara 
Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum 
Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan 
usaha pertambangan bahan galian mineral, tidak termasuk minyak 
bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara. 

6. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang 
selanjutnya disebut PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah 
Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman 
modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian 
batubara. 

7. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi adalah daerah tertentu di dalam 
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan 
Eskplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi. 

8. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi adalah wilayah yang 
ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi. 

9. Bahan Tambang adalah jenis sumber daya alam yang berupa mineral 
radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara 
termasuk bitumen padat dan batuan aspal, minyak dan gas bumi, dan 
panas bumi. 

10. Manifestasi Panas Bumi adalah gejala di permukaan yang merupakan 
ciri keterdapatan potensi energi panas bumi. 
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11. Delineasi Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah penarikan garis 
batas dari kawasan sesuai dengan kriteria teknis. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pertambangan. 

Pasal 2 

(1) Kawasan Peruntukan Pertambangan dapat berupa Kawasan 
Peruntukan Pertambangan: 
a. mineral; 
b. batubara; 

c. minyak dan gas bumi; dan/atau  
d. panas bumi. 

(2) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf a dan huruf b sama dengan WP mineral dan batubara. 

(3) Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. mineral radioaktif 
b. mineral logam; 

c. mineral bukan logam; dan 

d. batuan. 
(4) Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 

bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut. 
(5) Minyak  dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

antara lain: 
a. minyak bumi; 
b. gas bumi; 

c. gas metana batubara; 
d. shale gas; 
e. shale oil; 
f. tight sand gas; dan 
g. methane-hydrate. 

BAB II 
KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN 

Pasal 3 
(1) Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral radioaktif ditetapkan 

berdasarkan kriteria teknis: 
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